Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2025

Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok pada Alat Angkutan Umum dan Daerah Lingkungan Kerja
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tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
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6. Perpres Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian
Perhubungan.
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